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I. UMUM 
 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan 
bahwa ”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-
tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, 
yang diatur dengan undang-undang”. Pemerintahan daerah provinsi, 
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan pemerintahan 
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah 
dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi. 

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah memiliki peran yang 
sangat kuat dalam menjaga kepentingan nasional dan Pemerintah memiliki 
kewenangan untuk menjamin bahwa kebijakan nasional dapat dilaksanakan 
secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu penyelenggaraan 
pemerintahan daerah harus mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria 
yang ditentukan oleh Pemerintah. Penyerahan urusan pemerintahan yang 
sebagian besar diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota menuntut 
Pemerintah untuk memastikan bahwa kabupaten/kota mengatur dan 
mengurus urusan tersebut sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan 
kriteria. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan posisi gubernur 
selaku kepala daerah provinsi sekaligus berkedudukan sebagai wakil 
Pemerintah di wilayah provinsi. 
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Dalam kedudukan sebagai wakil Pemerintah, gubernur memiliki tugas dan 
wewenang: a) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah kabupaten/kota; b) koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di 
daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan c) koordinasi pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan 
kabupaten/kota. Di samping pelaksanaan tugas tersebut gubernur sebagai 
wakil Pemerintah mempunyai tugas: a) menjaga kehidupan berbangsa, 
bernegara dalam rangka memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; b) menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan 
demokrasi; c) memelihara stabilitas politik; dan d) menjaga etika dan norma 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.   

Pengaturan mengenai tata cara yang lebih jelas dalam memperkuat peran 
gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan, 
pengawasan, koordinasi, dan penyelarasan kegiatan pembangunan di daerah 
akan dapat mengurangi ketegangan yang selama ini sering terjadi pada 
hubungan antara bupati/walikota dan gubernur di daerah. Perbedaan dalam 
memahami pola hubungan antarkedua tingkatan pemerintahan di daerah 
tersebut cenderung mempersulit koordinasi dan sinergi dalam perencanaan 
dan pelaksanaan kegiatan di tingkat kabupaten/kota. Pengaturan peran 
gubernur sebagai wakil Pemerintah juga diperlukan agar gubernur dapat 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan 
mengendalikan konflik yang terjadi di antara kabupaten/kota dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

Penguatan fungsi gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil 
Pemerintah di wilayah provinsi juga dimaksudkan memperkuat hubungan 
antartingkatan pemerintahan. Dalam pelaksanaan peran gubernur sebagai 
wakil Pemerintah, maka hubungan antara gubernur dengan bupati/walikota 
bersifat bertingkat, dimana gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya 
bupati/walikota dapat melaporkan permasalahan yang terjadi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hubungan 
antarkabupaten/kota. Di samping itu penguatan peran gubernur sebagai 
kepala daerah akan dapat memperkuat orientasi pengembangan wilayah dan 
memperkecil dampak kebijakan desentralisasi terhadap fragmentasi spasial, 
sosial, dan ekonomi di daerah.  
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II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

Pasal 2   

 Cukup jelas. 

Pasal 3 

 Cukup jelas. 

Pasal 4 

Huruf a  

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “mengevaluasi” adalah melakukan penilaian 
terhadap rancangan peraturan daerah apakah rancangan peraturan 
daerah tersebut telah sesuai dengan kepentingan umum dan tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h . . . 
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